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BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Karimun;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayana Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KARIMUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4

5.

(1)

2

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut
dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari
tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan
pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB I
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara
minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasarnya.



Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk
daerah terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan dasar;

c. pendidikan kesetaraan;

d. pelayanan kesehatan ibu hamil;

e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;

f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

g. pelayanan kesehatan balita;

h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

I. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

I. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

0. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus);

p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

g. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana daerah kabupaten/kota;

s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;

t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

u. pelayanan informasi rawan bencana;

v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

X

y

=

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar
panti;

z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di luar panti; dan

cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri
teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan
dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

C. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



Pasal 5

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
mencakup:

a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak
memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasamya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM
pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas
lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang
dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan

b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah
sarana dan prasarana yang tersedia.

(2 Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target
100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan
setiap tahun.

(3) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan
barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan
jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai
dengan Standar Teknis SPM.

(2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga
nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman
pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar
yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah
tersedia.

(2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau
dijangkau sendiri;

c. kondisi bencana; dan/atau

d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi
sendiri.



(1)

2

©)

(4)

Tim

BAB I
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 8

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan SPM
Kabupaten Karimun.

Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun.

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Penanggung Jawab : Bupati;

b. Ketua : Sekretaris Daerah;

c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan;

d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum; Dan

e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Yang Membidangi

Urusan Pemerintahan Wajib Terkait
Pelayanan Dasar, Pengelolaan Keuangan
Daerah, Inspektorat, Dan/Atau Sesuali
Dengan Kebutuhan Daerah.

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS
Pasal 9

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai

tugas sebagai berikut:

a.
b.

menyusun rencana aksi penerapan SPM.

melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah
pengampu SPM.

mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi
terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodic.
mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan
serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke
dalam Rencana Keija Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat
Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran
serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan
dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Kabupaten.
mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan
SPM Kabupaten.

mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten.



(1)

)

)

1)

2)

melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan
masyarakat sebagai penerima manfaat.

menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait
Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan
pencapaian SPM di kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang
terintegrasi, dan

mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis
sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 10

Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 8 dibantu oleh Tim Sekretariat.

Tim Sekretariat Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas :

a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;

b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-
undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan

c. mengelola informasi terkait penyusunan penerapan SPM.

Susunan keanggotaan Tim Sekretariat Penerapan SPM sebagaimana

dimaksudpada ayat (l)selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJ AWABAN

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karimun.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 31 Mei 2019

BUPATI KARIMUN,

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 31 Mei 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 39



